SALINAN

MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 53 TAHUN 2014

TENTANG

PENCABUTAN PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 43 TAHUN 2011
TENTANG WILAYAH ADMINISTRASI PULAU LEREKLEREKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor
01 P/HUM /2012 menyatakan tidak sah dan tidak berlaku untuk
umum Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 tahun 2011
tentang Wilayah Administrasi Pulau Lereklerekan,;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam
huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang
Pencabutan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 tahun 2011
tentang Wilayah Administrasi Pulau Lereklerekan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan
Daerah-Daerah Otonom Propinsi Kalimantan Barat, Kalimantan
Selatan, dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 1106);

2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-
Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan
Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara
Tahun 1953 No. 9), sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 1820);

3. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah
Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 1822);

4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan
Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4422);
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Menetapkan

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437)
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

6. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);

7  Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 76 Tahun
2012 tentang Pedoman Penegasan Batas Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1252);

MEMUTUSKAN:

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA TENTANG
PENCABUTAN PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 43 TAHUN
2011 TENTANG WILAYAH ADMINISTRASI PULAU LEREKLEREKAN.

Pasal 1

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 2011 tentang Wilayah
Administrasi Pulau Lereklerekan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 2

Pulau Lereklerekan terletak pada posisi 3° 30’ 36” Lintang Selatan (LS) dan
117° 27’ 277 Bujur Timur (BT) dan masuk dalam wilayah administrasi
Kabupaten Kotabaru Provinsi Kalimantan Selatan.

Pasal 3
Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara
Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 8 Juli 2014.

MENTERI DALAM NEGERI,
REPUBLIK INDONESIA
ttd

GAMAWAN FAUZI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 16 Juli 2014.

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd
AMIR SYAMSUDIN
BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2014 NOMOR 993.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

ZUDAN ARIF FAKRULLOH
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19690824 199903 1 001.
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